BAB I

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mandailing Natal
1. Sejarah

Sebelum dijajah Belanda, Mandailing adalah kawasan yang
terbentang di pedalaman pesisir Pantai Barat. Banyak pendapat tentang asal
kata Mandailing. Sebagian mengatakan berasal dari kata Mande Hilang
(Minangkabau), artinya ibu yang hilang. Sumber lain mengatakan dari
Mandala Holing (Koling, yang berasal dari kerajaan Kalingga dari India).
Sampai saat ini sejarah nama Mandailing belum dapat dipastikan secara
pasti.

Daerah Mandailing dibagi tiga berdasarkan daerah aliran sungai
Batang Gadis yaitu: bagian selatan disebut Mandailing Julu (Mandailing
Bagian Hulu) yang dikenal juga dengan Mandailing Kecil, bagian tengah
disebut Mandailing Godang (Mandailing Besar) dan di bagian Utara disebut
Mandailing Jae (Mandailing Hilir).

Eksistensi masyarakat Mandailing sebagai suku bangsa atau
kelompok etnis ditandai dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat
Mandailing memiliki kebudayaannya sendiri, yang didalamnya termasuk
bahasa, sehingga mereka dapat dibedakan dari suku bangsa lain di
Indonesia. Di samping itu warga masyarakat Mandailing juga menyadari
adanya identitas dan kesatuan kebudayaan mereka sendiri yang membuat

mereka (merasa) berbeda dari warga masyarakat yang lain. Secara historis,

11



12

eksistensi suku-bangsa Mandailing didukung oleh kenyataan dengan
disebutnya nama Mandailing dalam Kitab Nagarakertagama yang ditulis
oleh Mpu Prapanca pada abad ke-14 (1365). Kitab tersebut berisi
keterangan mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Kitab Negarakertagama
adalah sebuah karya paduan sejarah dan sastra yang bermutu tinggi dari
zaman Majapahit. Dalam Pupuh XIII, nama Mandailing bersama nama
banyak negeri di Sumatera dituliskan oleh Mpu Prapanca sebagai “negara
bawahan” Kerajaan Majapabhit.

Jadi nama Mandailing ada dalam Kitab Nagarakertagama
menceritakan sejarah bangsa asing dari India/Indochina menganut agama
Hindu, budaya, peradaban, teknologi, sistem pemerintahan berbaur dengan
masyarakat asli setempat membentuk suatu bangsa, masyarakat, suku, etnik,
budaya, peradaban baru sesuai dengan kultur masing-masing daerah tersebut
sekitar 1030 M sampai dengan 1365 M khususnya kerajaan Hindu di
Padang Lawas.

Memang, tidak ada keterangan lain mengenai Mandailing kecuali
sebagai salah satu “negara bawahan” Kerajaan Majapahit. Namun, dengan
dituliskannya nama Mandailing dapat memberikan bukti sejarah yang
otentik bahwa pada abad ke-14 telah diakui keberadaannya sebagai salah
satu “negara bawahan” Kerajaan Majapahit. Pengertian “negara bawahan”
dalam hal ini tidak jelas artinya karena tidak ada keterangan berikutnya.

Dengan demikian boleh dikatakan bahwa “Negeri Mandailing”

sudah ada sebelum abad ke-14. Karena sebelum keberadaannya dicatat
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tentunya Mandailing sudah terlebih dahulu ada. Kapan Negeri Mandailing
mulai berdiri tidak diketahui secara pasti tetapi karena nama Mandailing
dalam kitab ini disebut-sebut bersama nama banyak negeri di Sumatera
termasuk Pane dan Padang Lawas, kemungkinan sekali negeri Mandailing
sudah mulai ada pada abad ke-5 atau sebelumya. Karena Kerajaan Pane
sudah disebut-sebut dalam catatan Cina pada abad ke-6. Dugaan yang
demikian ini dapat dihubungkan dengan bukti sejarah berupa reruntuhan
candi yang terdapat di Simangambat dekat Siabu. Candi tersebut adalah
Candi Siwa yang dibangun sekitar abad ke-8.

Orang Mandailing adalah salah satu dari sekian ratus suku-bangsa
penduduk asli Indonesia. Dari zaman dahulu sampai sekarang orang
Mandailing secara turun-temurun mendiami wilayah etnisnya sendiri yang
terletak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatra Utara.
Menurut tradisi orang Mandailing mereka menamakan wilayah etnisnya
sebagai Tano Rura Mandailing yang artinya Tanah Lembah Mandailing.
Namun namanya yang populer sekarang ialah Mandailing, sama dengan
nama suku-bangsa yang mendiaminya. Secara tradisional wilayah etnis
Mandailing terdiri dari dua bagian yaitu Mandailing Godang (Mandailing
Besar) berada di bagian utara, dan Mandailing Julu (Mandailing Hulu)
berada di bagian selatan yang berbatasan dengan daerah Provinsi Sumatra
Barat.

Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur

keturunan berasal dari pihak ayah. Lihat Nasrul Effendy, Dasar-Dasar
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Suku-bangsa Mandailing merupakan masyarakat agraris yang bersifat
Patrilineal. Sebagian besar warganya bertempat tinggal di daerah pedesaan
dan hidup sebagai petani dengan mengolah sawah dan mengerjakan kebun
Karet, Kopi, Kulit Manis, dan sebagainya. Sampai pada masa pemerintahan
kolonial Belanda, penduduk di kawasan Mandailing Godang dipimpin oleh
raja-raja dari Marga (dan) Nasution, sedangkan penduduk di kawasan
Mandailing Julu dipimpin oleh raja-raja dari Marga Lubis. Pada masa itu, di
ke dua kawasan tersebut terdapat banyak kerajaan tradisional yang kecil-
kecil berupa komunitas yang dinamakan Huta atau Banua (kampung), yang
masing-masing mempunyai kesatuan teritorial dan pemerintahan otonom.
. Kondisi Georafis dan Demokrafis

Secara geografis Kabupaten Mandailing Natal terletak antara 0° 10’
1° 50" Lintang Utara dan 98° 50'-100° 10" Bujur Timur yang merupakan
daerah kabupaten paling selatan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan
berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Samudera
Indonesia. Secara lengkap batas administrasi wilayah Kabupaten
Mandailing Natal adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
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Panjang garis pantai yang dimiliki Kabupaten Mandailing Natal
sepanjang 170 Km dan mempunyai 24 (dua puluh empat) pulau kecil
dimana 4 (empat) diantara pulau-pulau tersebut berpenghuni. Administrasi
Wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas 23 Kecamatan, 27
Kelurahan dan 377 Desa. Adapun nama kecamatan, ibukota kecamatan,

jumlah desa, dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11.1
Wilayah Administasi Kabupaten Mandailing Natal
No Kecamatan Ibukota il
Kel Desa

1 | Siabu Siabu 2 26
2 | Bukit Malintang Malintang Jae - 11
3 | Penyabungan Utara Mompang 1 11
4 | Huta Bargot Bangun Sejati - 14
5 | Penyabungan Penyabungan 9 30
6 | Penyabungan Timur Gunung Beringin 1 14
7 Penyabungan Barat Longat 1 9
8 | Penyabungan Selatan Tano Bato 1 10
9 | Lembah Sorik Merapi Pasar Maga 1 8
10 | Puncak Sorik Merapi Sibanggor Tonga - 11
11 | Tambangan Laru 1 19
12 | Kotanopan Kotanopan 2 34
13 | Hulu Pungkut Huta Godang 1 12
14 | Muarasipongi Muarasipongi 1 15
15 | Pakantan Pakantan - 8
16 | Batang Natal Muara Soma 1 30
17 | Lingga Bayu Simpang Gamir 2 17
18 | Ranto Baek Manisak - 18
19 | Batahan Batahan 1 17
20 | Sinunukan Sinunukan 111 - 14
21 | Natal Natal 2 28
22 | Muara Batang Gadis Singkuang - 14
23 | Naga Juang Banua Simanosor - 7

Sumber: Profil Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016
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3. Jumlah Penduduk
Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 berjumlah
681.621 jiwa, terdiri dari 299.864 jiwa laki-laki dan perempuan berjumlah
381757 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Mandailing

Natal dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 11.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

No Kecamatan Jumlah
1 Siabu 26.491
2 | Bukit Malintang 21.962
3 | Penyabungan Utara 27.030
4 | Huta Bargot 30.168
5 | Penyabungan 26.667
6 | Penyabungan Timur 32.852
7 | Penyabungan Barat 28.960
8 | Penyabungan Selatan 33.920
9 | Lembah Sorik Merapi 22.497
10 | Puncak Sorik Merapi 28.613
11 | Tambangan 32.722
12 | Kotanopan 41.201
13 | Hulu Pungkut 28.771
14 | Muarasipongi 25.036
15 | Pakantan 27.177
16 | Batang Natal 26.709
17 | Lingga Bayu 23.582
18 | Ranto Baek 26.009
19 | Batahan 23.252
20 | Sinunukan 25.997
21 | Natal 48.827
22 | Muara Batang Gadis 28.964
23 | Naga Juang 44215

Jumlah 681.621

Sumber: Profil Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016
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B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten
Mandailing Natal
1. Sejarah
Kantor Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing
Natal, berdiri pada Tanggal 10 April 2001 sesuai dengan Keputusan Menteri
Perhubungan. Kantor Dinas Perhubungan dan Informatika adalah sebagai
instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi di sektor perhubungan darat,
laut dan udara dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di
perhubungan darat, laut dan udara, tentunya mempunyai visi dan misi yang
telah diterapkan sejak awal berdirinya organisasi pemerintah Negara
tersebut, yang mana visi dan misi Dinas perhubungan dan Informatika
Kabupaten Mandailing Natal tersebut adalah:
a. Visi
Terciptanya perhubungan dan informatika yang handal dapat
menopang perekonomian, kecerdesan dan kesejateraan masyarakat.
b. Misi
a. Tersedianya personil yang handal dan kompetitif.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan administrasi
perkantoran.

c. Meningkatkan ketertiban pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
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d. Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan
informatika.’
2. Struktur Organisasi

Dalam sebuah instansi baik instansi pemerintahan maupun instansi
bisnis, yang disebut sebagai organisasi harus adanya suatu susunan yang
dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan
baik dan lebih terkoordinir. Dan susunan ini dapat disebut sebagai struktur
organisasi. Yang mana bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas
sebagai organisasi atau lembaga pemerintah negara yang memiliki struktur
organisasi yang dimaksud.

Struktur organisasi akan nampak lebih jelas apabila digambarkan
dalam bentuk bagan organisasi, yang disebut bagan organisasi yaitu satu
gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan, saluran,
aliran organisasi yang syah, dalam mencapai tujuan dari organisasi itu
sendiri.

Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan
terperinci tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan
setiap orang dalam suatu oraganisasi tersebut, jadi struktur oraganisasi
mempunyai peranan yang sangat penting dalam lembaga pemerintahan
negara. Karena perlunya pendelegasian wewenang yang jelas merupakan
konsekuen dan keterbatasan seseorang dalam memimpin suatu organisasi.

Sementara pendelegasian wewenang umumnya tercermin pada struktur

" Profil Dinas Perhubungan dan Informatika Mandailing Natal Tahun 2016
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organisasi pemerintah tersebut. Dan selanjutnya struktur oraganisasi yang
ada pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal

dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016

Drs. Marwan Bakti, S. M.Si

Plt. Kepala Dinas

20

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA

v

Kelompok Fungsional Jabatan

v
Ahmad Dahlan, S.Sos
Sekretaris
v v v
Elida Sari, ST Anny Syafarina, SH Rahma, SE

Kasubag. Keuangan

Kasubag. Umum dan Pegawai

Kasubag. Program

v v v v
Rizaldi, SH Budiman Soaloon, SE Ir. Herman Hidayat Nurkholis, ST
Kabid Perhubungan Darat Kabid Per. Laut dan Udara Kabid Info & Telekomunikasi Kabid Sarana & Prasarana
v v v v
Rindu Harianda, SH Hafni, ST Sarifah Aini, S.Sos Mandailing Lubis, Ba
Kasi Lalu Lintas Kasi Lalu Lintas Kasi Teknologi Informasi Kasi Terminal
v v v v
Drs. Julalikan, SH Parsaulin Limbong Sahlan Rajamin, SE
Kasi Angkutan Kasi Perizinan & Pengawasan Kasi Pengelolaan Data Kasi Pengujian
v

Aswan Afandi, S.Sos
Kasi Telekomunikasi

v y
MHD. Dahlan Muhibban, S.Sos
UPT Natal UPT PKB

v

Sakti Nasution
UPT Kotanopan
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1. Uraian Tugas Masing-masing Bidang Pekerjaan
Dari penyusunan bidang-bidang pekerjaan yang berdasarkan atas
struktur organisasi tersebut maka dapat kita lihat uraian tugas dari tiap-tiap
bidang pekerjaan yang ada pada Dinas Perhubungan Kominfo Kota
Pekanbaru, yaitu terdiri dari:
1. Kepala Dinas

Mengkoordinasi, membina dan merumuskan dalam meningkatkan

kualitas pelayanan dan penyediaan transportasi, pos dan

telekomunikasi yang secara lengkap menyeluruh dan handal.
2. Bagian Sekretariat

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan
program kerja tahunan bagian sekretariat dan dinas.

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan
petunjuk tata laksana administrasi  umum/perlengkapan,
kepegawaian, penyusunan program, dan keuangan.

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana anggaran
biaya dan perlengkapan dinas.

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan
pengaturan pelaksanaan rapat dinas dan upacara serta
keprotokolan.

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kesekretariatan

dinas.
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Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemeliharaan
kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor, kendaraan dinas,
perlengkapan dan gedung kantor.

Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, kearsipan serta
dokumentasi dan hubungan masyarakat.

Melaksanakan kegiatan pelayanan keperluan ruang pimpinan, tamu
pimpinan serta urusan keprotokolan.

Melaksanakan kegiatan urusan dalam rumah tangga, upacara dan
rapat-rapat dinas serta akomodasi dan administrasi perjalanan
dinas.

Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan
perbekalan dan materil bagi unit kerja dilingkungan dinas serta
inventarisasi dan perlengkapan.

Merumuskan dan melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban,
dan kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan
dilingkungan dinas.

Melaksanakan kegiatan pengelolaan bahan dan data dalam rangka
perencanaan pegawai dan penyusunan formasi pegawai.

. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pegawai yang akan
mengikuti pendidikan dan latihan, ujian dinas, kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, dan menyiapkan bahan-bahan kelengkapan

usul mutasi serta data mutasi kepegawaian.
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Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan-bahan pembinaan,
penyuluhan dan sosialisasi ketentuan tentang kedudukan pegawai
negeri sipil.

Merumuskan dan melaksanakan serta menetapkan kebijaksanaan
pengelolaan data kepegawaian serta memelihara DP3 pegawai.
Merumuskan  dan  melaksanakan  kegiatan ~ penyusunan
kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan,

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.

3. Kasubbag Keuangan

a.

Melaksanakan kegiatan penghimpunan peraturan perundang-
undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bagian
keuangan.

Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta
informasi yang berhubungan dengan bagian keuangan.
Melaksanakan  kegiatan  penyiapan  bahan  penyusunan
kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bagian keuangan.
Melaksanakan kegiatan inventarisasi permasalahan-permasalahan
yang berhubungan dengan bagian keuangan serta menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah.

¢ Ibid
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Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja atau instansi
terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.

Melaksanakan kegiatan penyusunan serta mengolah rencana
anggaran belanja yang disusun dalam RKA/DIPA serta pencairan
DIKDA.

Melaksanakan kegiatan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran,
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran serta pertanggung
jawaban keuangan.

Merumuskan dan melaksanakan kegiatan tata pembukuan secara
sistematis kronologis mengenai anggaran belanja dan pendapatan
satuan kerja.

Melaksanakan pengujian dengan seksama terhadap semua
permintaan pembayaran UUDP dan beban tetap.

Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengurusan keuangan
untuk belanja pegawai, pembayaran gaji, upah dan tunjangan lain

pegawai dilingkungan dinas.’

4. Kasubbag Program

a. Melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan

kebijaksanaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang

perhubungan.

® Ibid
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Melaksanakan antisipasi permintaan jasa perhubungan di daerah
dan penyiapan bahan untuk penyusunan rencana pembangunan
daerah di bidang perhubungan dalam jangka pendek, menengah
dan jangka panjang.

Melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan trayek,
pelayanan jasa perhubungan yang terpadu.

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan analisis
mengenai dampak lingkungan bidang perhubungan.

Melaksanakan penyusunan program tahunan rutin maupun maupun
pembangunan di lingkungan dinas berkoordinasi dengan unit-unit
terkait.

Melaksanakan penyusunan program rehabilitasi, renovasi dan
pembangunan yang dijabarkan dalam DUK / DUP.

Melaksanakan penyusunan rencana beruntun (rolling plan) yang
dilaksanakan setiap tahun.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
strategis pembangunan pehubungan.

Melaksanakan penyiapan bahan untuk kerangka acuan studi
kelayakan rencana induk dan rekayasa serta rancang bangun sektor
perhubungan di daerah

Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan desain serta

program pengawasan dan pengendalian dilingkungan dinas.
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k. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan
rencana perawatan dan rehabilitasi fasilitas perhubungan.

I.  Merumuskan dan melaksanakan penyesuaian petunjuk operasional
proyek berdasarkan perubahan / pergeseran biaya / volume
kegiatan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan.

m. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan di bidang perhubungan di daerah serta analisa dan
evaluasinya.

n. Melaksanakan pengumpulan data sosial ekonomi dan budaya serta
demografi untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan
perhubungan.

0. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan riset dan teknologi
berisiko tinggi, penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa bidang
perhubungan, penyelenggaraan sistem  perhubungan darat
didaerah, serta penyelenggaraan dan pengawasan diklat di bidang
perhubungan.

p. Melaksanakan penyusunan rencana kinerja tahunan, laporan
tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja dinas berkoordinasi
dengan unit-unit terkait.

g. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan penyelenggaraan

perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah,
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penyelenggaraan promosi, penyelenggaraan kerjasama bidang

perhubungan di daerah.™

5. Kabid perhubungan darat

a.

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan
program kerja tahunan bidang angkutan.

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan
petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Angkutan.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan
di bidang angkutan.

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan
pengaturan Kinerja bidang angkutan.

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan

bidang angkutan.

6. Kasi angkutan

a.

Melakukan penyesuaian jaringan trayek dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya.
Melaksanakan proses pemberian izin trayek angkutan.
Melaksanakan proses pemberian rekomendasi operasi angkutan
sewa.

Melaksanakan proses pemberian izin usaha angkutan orang.

Melaksanakan proses pemberian izin usaha angkutan barang.

19 1bid



28

Melaksanakan perhitungan untuk penetapan tarif penumpang kelas
ekonomi.

Melaksanakan proses untuk Pemberian izin trayek angkutan yang
wilayah pelayanannya.

Menyiapkan bahan untuk merumuskan dan melaksanakan
perencanaan pelayanan angkutan barang dan khusus.

Merumuskan dan melaksanakan proses pemberian izin dispensasi
angkutan alat berat, barang berbahaya dan peti kemas dijalan di
dalam wilayah.

Merumuskan, dan menyelenggarakan kegiatan dan proses
penerbitan SPAU (Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum).
Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang

tugasnya.

Kasi perizinan dan pengawasan laut

o

Menyiapkan proses izin usaha perusahaan angkutan laut bagi
perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan.
Melaksanakan proses izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan
yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan
Melaksanakan proses izin usaha tally di pelabuhan.

Melaksanakan proses izin usaha bongkar muat barang dari dan ke
kapal.

Melaksanakan proses izin usaha ekspedisi / freight forwarder.
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Merumuskan dan melaksanakan perhitungan dalam penetapan tarif
angkutan  penyeberangan  kelas ekonomi  pada lintas
penyeberangan.

Merumuskan dan melaksanakan perhitungan dalam penetapan tarif
angkutan sungai dan danau kelas ekonomi.

Merumuskan dan melaksanakan perhitungan dalam penetapan tarif
jasa pelabuhan sdp yang tidak diusahakan yang dikelola
pemerintah Kabupaten.

Merumuskan dan melaksanakan serta menerbitkan izin usaha
penunjang kegiatan penerbangan.

Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang

tugasnya.™

8. Kasi pengujian

a.

Melaksanakan  pemeriksaan kendaraan di jalan  sesuai
kewenangannya

Pelaksanaan penyidikan pelanggaran

Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.

Perizinan angkutan umum.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap

penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.

1 1bid
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Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak
utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.

Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan
dan atau barang berbahaya lintas darat.

Melakukan pengawasan, pengendalian, dan pam lalu lintas di ruas-
ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian.
Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang

tugasnya.

9. Kabid informatika dan telekomunikasi

a.

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan
program kerja tahunan bidang informatika dan telekomunikasi.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan
petunjuk tatalaksana administrasi bidang informatika dan
telekomunikasi.

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di
bidang informatika dan telekomunikasi.

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan
pengaturan Kinerja bidang informatika dan telekomunikasi.
Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan

bidang informatika dan telekomunikasi.*?
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10. Kasi Telekomunikasi.

a. Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan.

b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.

c. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.

d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.

e. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk
keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya
dalam kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum
frekuensi radio.

f.  Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin
penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end)
cakupan dalam wilayah.

g. Pemberian rekomendasi wiayah prioritas untuk pembangunan
kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.

h. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan
pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung
telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.

i. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
telekomunikasi.

J.  Melakukan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran

standarisasi pos dan telekomunikasi.
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k. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang
tugasnya.’®
2. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Informatika
Sebagaimana yang telah Kkita ketahui bahwasanya Dinas
Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal adalah
organisasi pemerintah negara yang didirikan dalam rangka pencapaian
tujuan pembangunan nasional. Dan bergerak di bidang perhubungan darat,
laut dan udara.
1. Tugas pokok
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan
informatika berdasarkan azaz dan otonomi dan tugas pembantuan
2. Fungsi
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan dna informatika.
b. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan
pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan perhubungan
dan informatika sesuai dengan kebijakan daerah.
c. Pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan jangka
menengah dan tahunan di bidang perhubungan dan informatika
sesuai dengan kebijakan daerah, ketentuan dan standar yang

ditetapkan.
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Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi
ketatausahaan dinas.

Pembinaan disiplin pegawai

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
dibidang perhubungan dan informatika.

Melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh atasan.**

* 1bid



